ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyedia
layanan internet tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan fokus pada studi kasus
Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2022/PN BIlt. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis
memanfaatkan bahan hukum primer seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum
sekunder berupa literatur dan jurnal terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyedia layanan internet tanpa izin dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar ketentuan
dalam Pasal 47 UU Telekomunikasi. Selain itu, pelanggaran ini
menimbulkan dampak hukum berupa sanksi pidana dan
administratif yang bertujuan menjaga keadilan serta kepastian
hukum dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan
pembuat kebijakan untuk memahami pentingnya regulasi dalam
menjaga ekosistem telekomunikasi yang sehat dan berintegritas.
Kata Kunci: Penyedia Layanan Internet, Tanpa Izin , Undang-
Undang Telekomunikasi



ABSTRACT

This study aims to legally analyze unlicensed internet service providers
based on Law No. 36 of 1999 concerning Telecommunications, focusing
on the case study of Decision Number 397/Pid.Sus/2022/PN BIt. This
study uses a normative legal approach with an analysis method
utilizing primary legal materials such as laws, government regulations,
and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of
related literature and journals. The results of the study indicate that
unlicensed internet service providers can be categorized as criminal
acts because they violate the provisions of Article 47 of the
Telecommunications Law. In addition, this violation has legal impacts
in the form of criminal and administrative sanctions aimed at
maintaining justice and legal certainty in the telecommunications
industry. This study is expected to contribute to the community, legal
practitioners, and policy makers to understand the importance of
regulation in  maintaining a  healthy and integrated
telecommunications ecosystem.
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